
75 
 

BAB IV  

KESIMPULAN  

 

1. Kesimpulan  

1.1 Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 25/PUU-XII/2014 yaitu dengan ditolaknya pembubaran Otoritas Jasa 

Keuangan oleh Mahkamah Konstitusi menandakan bahwa kedudukan Otoritas Jasa 

Keuangan melampaui kedudukan Bank Indonesia dilihat dari kewenangan terhadap 

pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia tidak bisa 

dikatakan merupakan Bank Sentral negara Indonesia dikarenakan kewenangan 

terhadap pengaturan dan pengawasan masih ada campur tangan dari Otoritas Jasa 

Keuangan yang lahir dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

1999 tentang Bank Indonesia.  

 

1.2 penyelesaian untuk meredahkan perdebatan yang selama ini menjadi 

perbincangan publik antara wewenang Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia 

menurut Peneliti yaitu dengan merevisi Undang-Undang Republik Idonesia Nomor 

23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sehingga tidak menimbulkan problematika 

implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) yang memuat untuk 

mempertegas tugas dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga kedudukan antara Bank 

Indonesia denagan Otoritas Jasa Keuangan tidaklah terbalik dan dapat kemabali 

seperti semula.  

 

 

 

2. Saran   

2.1 Agar melakuakan Judicial Review terhadap Undang-Undang Republik Idonesia 

Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sehingga tidak menimbulkan 

problematika implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sehingga tugas 

dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan semakin jelas dan Bank Indonesia dapat 

kembali menjadi Bank Sentral tertinggi di Indonesia. 

 

2.2  Otoritas Jasa Keuangan yaitu saling menghargai dan melakukan tugas masing-

masing dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa 

keuangan di Indonesia sehingga tidak ada lagi polemic tentang kedudukan antara 

Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dan dengan adanya penelitian ini, 
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peneliti berharap berharap kepada masyarakat selalu mengkritisi keputusan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah terutama menyangkut Otoritas Jasa Keuangan yang 

dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga memberikan tanggapan yang baik 

untuk masyarakat maupun pemerintahan yang berpengaruh terhadap sistem kinerja 

perbankan di Indonesia. Dengan adanya saran yang merupakan bentuk partisispasi 

masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas 

dan wewenangnya dengan baik dan benar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


